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A. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN) IIT Tahun (2015-2019) dan Rencana Strategis Kementerian
Pertanian Tahun (2015-2019) dalam rangka mendukung peningkatan
ketahanan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang
merah dan cabe). Pengembangan komoditas ekspor dan komoditas
subtitusi impor, pengembangan bioindustri dan bioenergi, peningkatan

pendapatan dan kesejahteraan petani.

Pencapaian pertanian bioindustri tentunya tidak mudah,
karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu
menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan
pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan
lingkungan dan perubahan iklim global, (2) terbatasnya ketersediaan
infrastruktur, (3) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan
nasional, (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan
masih tingginya suku bunga usaha tani, (5) masih lemahnya kapasitas
kelembagaan petani dan penyuluh, (6) masih rendahnya nilai tukar
petani serta (7) kurangnya koordinasi antar pusat-daerah maupun

antar sektor terkait.

Untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar tersebut,
diatasi melalui kerangka regulasi dan kebijakan guna memberikan

iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya usaha



pertanian, disamping itu juga melalui fasilitasi APBN guna
menyediakan infrastruktur publik dan pemberdayaan petani.
Sebagaimana diketahui bersama, pembangunan pertanian akan
mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing apabila
dilaksanakan dengan pendekatan kawasan yang dikelola dengan
sistem  agribisnis.  Efektivitas dan  keberhasilan  program
pembangunan pertanian akan dicapai apabila di setiap kawasan
dibangun dengan kegiatan yang terpadu dan multi-years, serta
mampu mensinergiskan sumber-sumber pembiayaan yang ada
antara lain dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, investasi swasta dan

masyarakat.

Dalam rangka menyediakan infrastruktur dasar di bidang
pertanian yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota dan merupakan kegiatan prioritas nasional akan
dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian.
Infrastruktur dasar di tingkat Kabupaten/Kota antara lain
infrastruktur air, Jalan Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di
Kecamatan, Lumbung Pangan Masyarakat, Balai Perbenihan, Balai
Perbibitan, Pusat Kesehatan Hewan, Rumah Potong Hewan
Ruminansia dan Rumah Potong Hewan Unggas serta

pengembangan unit desa mandiri benih dan coldstorage.

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan secara
nasional, Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan  Perkebunan perlu  melakukan kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Saluran, Pembangunan
Embung dan Pembangunan BPP. Sebagai bagian tidak terpisahkan
dari pembangunan pertanian secara utuh, kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Saluran dan Pembangunan

Embung diarahkan untuk mendukung sub sektor tanaman pangan,



hortikultura dan perkebunan dalam mencapai sasaran produksi
komoditas unggulan nasional.

Kegiatan pembangunan BPP dilaksanakan guna memenuhi
kekurangan gedung BPP ditingkat Kecamatan, sedangkan Kegiatan
Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Saluran dan kegiatan
Pembangunan Embung diprioritaskan guna memenuhi ketersediaan
air secara berkelanjutan untuk mendukung pemantapan ketahanan
pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
serta peningkatan kesejahteraan petani. Pengembangan cadangan
pangan di Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu aspek
penting dalam ketahanan pangan saat ini menjadi sangat mendesak
untuk dikembangkan. Masih cukup besarnya jumlah penduduk yang
mengalami rawan pangan, masih banyaknya daerah rawan bencana,
adanya pola panen musiman, produksi pangan yang tidak dihasilkan
merata sepanjang tahun dan daerah, serta adanya beberapa daerah
yang terisolir pada waktu-waktu tertentu (musim kering, musim
ombak besar, dan sebagainya) membutuhkan penanganan
kerawanan pangan yang serius dan komprehensif. Mengingat kondisi
tersebut, upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perlu
dilakukan dengan berbagai cara salah satunya dengan melakukan
pembangunan/rehabilitasi Dam Parit Saluran dan Pembangunan
Embung. Dalam hal ini Kegiatan DAK Bidang Pertanian diperlukan
untuk merealisasikan  peningkatan ketahanan pangan dan
pembangunan di bidang pertanian sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan. Pembangunan konstruksi ini harus berhasil dengan baik

dari segi konstruksi maupun kualitas pekerjaannya.

Untuk mencapai hasil dan mutu sesuai yang disyaratkan,
diperlukan kerjasama yang baik antara pengelola kegiatan dan
pelaksana pekerjaan / pihak ketiga dan mengoptimalkan

pengawasan yang berhubungan dengan instansi terkait.



B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan dari Kerangka Acuan Kerja ini adalah
sebagai acuan dalam pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Pertanian
Kabupaten Pesisir Selatan, pemanfaatan dan pelaksanaan kegiatan

serta pembinaan dan pelaporan DAK Bidang Pertanian.

C. SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan DAK Bidang
Pertanian dan Pendamping adalah terbangunnya gedung BPP
sebanyak 1 paket, Dam Parit Saluran sebanyak 10 paket dan
embung sebanyak 2 paket di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga

bisa menjadi sumber irigasi bagi petani sekitar.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan Pendamping, pekerjaan
Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Saluran dan Pembangunan
embung dikerjakan dalam bentuk fisik bangunan yang
diselenggarakan secara penunjukan langsung, sedangkan pekerjaan
Pembangunan BPP melalui tender (pelelangan). Selanjutnya ruang
lingkup pekerjaan Pembangunan BPP, Pembangunan/Rehabilitasi
Dam Parit Saluran dan Pembangunan embung ini adalah melakukan
pengendalian dan pengawasan pekerjaan secara terus menerus
melalui koordinasi yang meliputi approval, disapproval dan koreksi
terhadap pelaksanaan pekerjaan Kontraktor serta melalui mekanisme

pelaporan progres pekerjaan.

E. ORGANISASI

K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Perkebunan

KPA : Yuskardi, SST, MT

PPTK : Sonny Hakri, AMd



WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN.

Untuk melaksanakan Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan
Pendamping, tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut :
1. Rencana Umum Pengadaan

Pelaksana kegiatan membuat rencana umum pengadaan yang
memuat waktu yang dibutuhkan dalam  melaksanakan
kegiatan/pekerjaan tersebut mulai dari pengumuman, rencana
pengadaan sampai dengan penyerahan barang/jasa.

2. Penandatanganan kontrak

3. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan

4. Indentifikasi lokasi Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan Pendamping
Tahun 2019. Kegiatan ini dilakukan dengan mensurvey lokasi
pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Saluran dan
Pembangunan embung melalui Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan
Pendamping dengan mengacu pada juknis DAK Bidang Pertanian.

5. Menyusun DED Kegiatan DAK Bidang Pertanian dan Pendamping
Tahun 2019. Setelah lokasi telah dapat ditentukan melalui
identifikasi kegiatan, tahapan selanjutnya adalah menyusun DED
dengan dibantu oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sehingga
DED yang dibuat mendapatkan legalitas dan pertanggungjawaban
oleh dinas tersebut.

6. Membuat laporan bulanan yang ditujukan ke instansi yang terkait.



HASIL/KELUARAN

Hasil/produk yang dihasilkan dari pekerjaan Pembangunan

BPP, Pembangunan/Rehabilitasi Dam Parit Saluran dan Pembangunan

embung kegiatan DAK Bidang Pertanian dan Pendamping adalah :

1. Tersedianya bangunan dam parit saluran, bangunan embung dan

gedung BPP sesuai dengan design

2. Penggunaan bahan dan material sesuai dengan spesifikasi teknis

yang disyaratkan.

SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN
Untuk pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari DPA APBD

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Kegiatan DAK

Bidang Pertanian dan Pendamping Tahun Anggaran 2018.

Disetujui oleh,
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NIP. 19700123 199903 1 004
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Dibuat oleh,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN
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